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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Setelah dilakukan penelitian akan permasalaham diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Asas non retroaktif telah berlaku secara universal dan memiliki pengaruh 

yang sangat kuat dalam penerapannya dalam hukum pidana. Asas non 

retroaktif ini tidak dapat disimpangi oleh siapapun karena jika dilihat 

menurut sejarah lahirnya asas legalitas yang melahirkan asas non retroaktif 

juga dapat dikatakan bahwa asas non retroaktif ini tidak dapat disimpangi 

untuk tujuan menjaga hak asasi manusia kecuali dalam hal terjadinya 

pelanggaran yang berat atau extraordinary crimes terhadap hak asasi 

manusia itu sendiri. Asas ini harus ditaati oleh siapapun termasuk negara 

yang menganut adanya asas legalitas dan asas non retroaktif, untuk 

menjamin bahwa hak dari setiap individu agar dapat terhindar dari tindakan 

sewenang-wenang para penguasa, pemerintah atau raja. Sehingga dengan 

demikian kepastian hukum dapat tercapai, Indonesia mewarisi hukum 

pidana yang ditinggalkan oleh Belanda maka Indonesia pun menganut asas 

non retroaktif sejak kemerdekaan hingga sekarang. Jadi dapat dikatakan 

bahwa negara Indonesia pun harus taat terhadap asas non retroaktif 

terkecuali asas non retroaktif disimpangi demi menegakkan kepastian 

hukum untuk kejahatan berat yang melanggar hak asasi manusia. Di dalam 

kenyataan terdapat pelanggaran kejahatan berat/extraordinarycrime bahwa 

non retroaktif dapat menjadi retroaktif. 

2.  Dalam konstitusi Indonesia, asas non retroaktif dianut sebagai asas yang 

mutlak keberadaanya. Namun beberapa undang-undang seperti UU HAM, 

UU Pengadilan HAM dan UU KPK bersifat retroaktif. Dalam penerapanya 

terdapat fakta bahwa hukum selalu tertinggal di dalam kehidupan 

masyarakat hukum tidak bisa berinovasi dengan cepat dan mengakomodir 
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semua hukum atau aturan yang diperlukan dalam menindak para pelaku 

kejahatan, oleh karena itu sangat diperlukan untuk bisa mengadili para 

pelaku kejahatan berat dan pelanggaran ham berat, karena dapat menjadi 

tidak adil jika para pelaku kejahatan ham berat terlindung dari proses hukum 

karena adanya asas non retroaktif. Terlebih asas non retroaktif digunakan 

untuk melindungi hak asasi manusia bukan untuk melindungi pihak yang 

telah melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa nilai keadilan lebih tinggi daripada kepastian hukum untuk 

mewujudkan keadilan dalam ranah nasional maupun internasional. Jadi 

beberapa Undang-undang yang telah disebutkan diatas dapat tetap berlaku 

dan diterapkan di Indonesia.  

3. Dengan terjadinya peristiwa kejahatan luar biasa (extraordinarycrime) dan 

pelanggaran ham berat yang terjadi di Indonesia seperti kejadian 

pelanggaran HAM di Timor-Timur (Timur Leste) oleh TNI sebagai alat 

negara, dan kejadian Bom Bali 1 dan 2, dan kejadian terorisme yang terjadi 

di Indonesia maka dengan tujuan untuk menindak para pelaku kejahatan 

berat dan pelanggaran HAM lahirlah berbagai macam Undang-undang yang 

terkait dan Pengadilan Ad Hoc yang dapat dikatakan bahwa situasi tersebut 

adalah keadaan urgensi untuk mengesampingkan asas non retroaktif demi 

menindak para pelaku kejahatan berat dan pelanggar HAM berat demi 

terciptanya suatu keadilan. 
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5.2. Saran  

1. Mengenai asas legalitas yang sudah lama hadir dalam hukum pidana di 

Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting dengan adanya asas ini 

merupakan suatu hal yang perlu menjadi dasar kajian untuk mengkaji 

apakah suatu asas legalitas dapat dikecualikan atau tidak dan apakah suatu 

prinsip dasar harus tetap diberlakukan dengan memperhatikan akibat dari 

sebuah terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan tindak pidana berat 

dan bertujuan untuk menghukum para pelaku tindak pidana berat dan 

memberikan keadilan bagi para korban atau keluarga korban serta suatu 

dkelompok masyarakat, dengan melihat semua unsur-unsur yang ada dan 

akibat dari terjadinya suatu tindakan kejahatan yang berat, dengan demikian 

bahwa asas legalitas merupakan suatu asas yang fundamental dimana asas 

tersebut dalam penegakan hukum pidana yang berperan penting yaitu 

berkaitan dengan suatu kepastian hukum, agar kepastian hukum ini dapat 

ditegakan untuk para korban dan keluarga korban dari kejahatan yang berat 

makan dapat dimungkinkan suatu asas retroaktif ini berlaku demi 

mengakomodir guna  menghukum para pelaku kejahatan ham berat agar 

kepastian hukum dapat ditegakan, sehingga asas non retroaktif dapat 

dikesampingkan hanya untuk keadaan dan kejadian tindak pidana berat atau 

extraordinary crimes saja. 

 

2. Dengan diakuinya pemberlakuan hukum pidana secara “retroaktif” dalam 

tingkat internasional maupun nasional dengan landasan The principle of 

Justice sudah selayaknya jika ilmu hukum pidana mengalami 

perkembangan, yang semula adalah hanya mengutamakan “kepastian 

hukum” bergeser dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang tejadi 

dilapangan menjadi “keadilan untuk semuanya”. Pengembangan ilmu 

hukum pidana dimungkinkan bisa terjadi akibat lingkungan masyarakat dan 

para akademisi hukum pidana. Dari berbagai akademisi dan praktisi 

memandang atau berpikir yang berdasarkan fakta atau gejala yang telah 

dialami dalam suatu kelompok masyarakat atau terjadi suatu kejahatan berat 
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yang fenomenal dan dirasa tidak adil jika hanya berpegang dengan hukum 

pidana yang ada tanpa mengalami perkembangan ilmu, karena sudah pada 

dasarnya bahwa manusia akan berpikir dan berintropeksi bagaimana untuk 

memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi, maka dimungkinkan bahwa 

hukum pidana pun mengalami perkembangan mengikuti zaman. 

3. Karena Indonesia adalah negara hukum maka pemerintah seharusnya 

tidak memberlakukan asas retroaktif, karena konsep negara hukum adalah 

adanya asas legalitas. Akan tetapi jika akan memberikan rasa keadilan bagi 

masyarakat yang menjadi korban kejahatan berat dan pelanggaran HAM 

berat dimasa lalu yang belum diadili maka pemerintah dapat menggunakan 

asas retroaktif. Ini merupakan suatu pilihan solusi bagi pemerintah, jadi jika 

dihadapkan untuk mengadili para pelaku kejahatan berat dan pelanggaran 

HAM berat maka pemerintah dapat menggunakan asas retroaktif akan tetapi 

dalam penegakan hukum nya tidak boleh dicampur menggunakan KUHP 

tetapi memakai aturan Undang-undang pidana khusus yang mengakomodir 

kejahatan berat dan pelanggaran HAM berat. 
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